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Warga Tapin Hibahkan Tanah Demi Jalan Nasional Marabahan - Margasari 

 

 
 

Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/226772/warga-tapin-hibahkan-tanah-demi-jalan-nasional-

marabahan-margasari 

 

Warga Kecamatan Candi Laras Utara (CLU), Kabupaten Tapin, Kalimantan 

Selatan menghibahkan tanah untuk kepentingan jalan lintas nasional Marabahan-

Margasari. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, H Masyraniansyah, Selasa mengaku 

bangga dengan masyarakat Margasari, mereka setuju tanahnya dihibahkan ke balai jalan 

nasional Provinsi Kalsel untuk pengerjaan pengaspalan. 

"Selanjutnya kami membuat rancangan anggaran biaya (RAB), mudah-mudahan 

Januari kegiatan tersebut bisa dilelang dan Maret realisasinya," jelasnya. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Tapin, Yustan Azidin 

menambahkan, saat ini tidak ada kendala dalam proyek tersebut, tinggal melaksankan 

tahapan-tahapan kegiatan agar cepat realisasi. 

"Standar lebar jalan nasional itu 11 meter, namun ada kemungkinan bervariasi 

apabila ada peninggian bahu jalan akan dilebarkan lagi dan tergantung kondisi jalan," 

ujarnya. 

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat Candi Laras Utara, H. Yamani 

menyampaikan jalan itu untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk masyarakat 

Tapin namun untuk seluruh masyarakat Kalsel. 
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"Bisa direlakan saja dan diwakafkan sebagai amal jariah. Bisa buat orang 

Barabai, Banjarmasin melintas," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) CLU 

sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Periuk. 

Kondisi badan jalan saat ini yang belum diaspal itu sangat memprihatinkan, sulit 

untuk dilintasi karena dipenuhi lumpur dan lubang. Hingga saat ini tersisa sekitar 5 km 

panjang jalan yang belum diaspal, berada di Desa Sungai Puting dan Margasari Ilir 

karena terkendala pembebasan lahan. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/226772/warga-tapin-hibahkan-tanah-demi-

jalan-nasional-marabahan-margasari , Warga Tapin hibahkan tanah demi jalan 

nasional Marabahan - Margasari, 12 Januari 2021. 

2. https://www.teras7.com/warga-clu-rela-hibahkan-tanah-demi-perbaikan-jalan-

marabahan-margasari/ , 12 Januari 2021. 

 

Catatan: 

1. Dasar Hukum Hibah Daerah 

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah 

yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 

c. Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 

2. Pengertian Hibah Daerah  

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah 

Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.  

Hibah Daerah meliputi:   

a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat 

berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau 

kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah 

Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN meliputi: 

penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri.  

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri 

dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan 

salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan 

https://kalsel.antaranews.com/berita/226772/warga-tapin-hibahkan-tanah-demi-jalan-nasional-marabahan-margasari
https://kalsel.antaranews.com/berita/226772/warga-tapin-hibahkan-tanah-demi-jalan-nasional-marabahan-margasari
https://www.teras7.com/warga-clu-rela-hibahkan-tanah-demi-perbaikan-jalan-marabahan-margasari/
https://www.teras7.com/warga-clu-rela-hibahkan-tanah-demi-perbaikan-jalan-marabahan-margasari/
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yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan 

kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah 

diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan 

stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan 

daerah.  

b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan 

kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai 

penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan 

barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.  

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah  

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan 

besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima 

hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada 

Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.  

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan 

besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima 

hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan 

pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai 

penerima hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang 

ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan 

yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian 

terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.   

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing 

Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan 

dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN 

berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada 

masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri 

ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. 
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Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-

masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani 

berdasarkan usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan 

penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah 

dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah. 

4. Perjanjian Hibah  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang 

diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. 

Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi 

kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian 

Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa 

dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani 

oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang 

diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.  

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang 

diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. 

Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: 

tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara 

pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. 

Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian 

terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, 

Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah 

non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah. 


